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ABSTRAK

Kelalaian sopir travel yang mengakibatkan kecelakan lalu lintas dan
menyebabkan kerugian yang diderita oleh penumpang mobil travel CV.Anugrah
Indragiri didalan kitabundang-undang hukum perdata.pasal 1365 setiap orang
yang melakukan« perbuatan -melanggar hukum  diwajibkan untuk menganti
kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Namun pada tragedi kecelakan
mobil travel CV. Anugrah Indargiri pihak pengelola atau pelaku usaha tidak mau
mengganti kerugian yang disebabkan oleh kalalaian sopir mobil travel.

Penelitian ini terdapat masalah pokok: Bagaimana bentuk tanggung jawab
pelaku usaha CV. Anugrah Indragiri atas kelalaian yang dilakukan oleh sopir,
dan Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha CV.Anugrah Indragiri tidak
memberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
sopir.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sifat
penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data berupa data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik analisis
menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh bentuk tanggung jawab pelaku usaha CV.
Anugrah Indragiri terhadap kelalaian yang dilakukan oleh sopir sehingga
merugikan penumpang yaitu-dengan cara pengantian kerugian yang diderita oleh
para korban Dan pihak Cv.Anugrah /indragiri selaku pemilik usaha seharusnya
mengganti rugi atas kerugian yang diderita para korban, namun kenyataannya
pihak CV belum memberikan penggantian rugi kepada para korban sampai saat
ini, akibat hukum yang ada para korban dapat melaporkan pihak CV kepihak
yang berwajib apabila pihak travel tidak mengganti atas kerugian yang di terima
oleh para korban.

Kata kunci : tanggung jawab, melawan hukun, ganti rugi



Abstract

The negligence of the travel driver which resulted in a traffic accident and
caused the loss sufferedsby the passenger of the CV. Anugrah Indragiri travel car
in the Civil Code.Article 1365, every person.who commits an unlawful act is
required to compensate for the losses arising from his mistake. However, in the
tragedy of the CV travel car accident. Anugrah Indargiri, the manager or business
actor does not want to compensate for the losses caused by the negligence of the
travel car driver.

This research has a main problem: What isthe form of responsibility of
business actors CV. Anugrah Indragiri for negligence committed by the driver,
and what are the legal consequences if the business actor CV. Anugrah Indragiri
does not provide compensation for unlawful acts committed by the driver.

This type of research uses empirical legal research, the nature of this
research is descriptive analysis, the data sources are primary data and secondary
data. Primary data obtained through interviews. The.analysis technique uses the
method of documentation and interviews

The results of the research obtained form the responsibility of business
actors CV. Anugrah Indragiri for negligence committed by the driver to the
detriment of passengers, namely by way of compensation for the losses suffered by
the victims. vietims to date,, the legal consequences that exist the victims can
report the CV to'the authorities-if the travel ;party does not.compensate for the
losses received by.the victims.

Keywords: responsibility, against the law, compensation
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

berbunyi “Negara i ia berdas ) ak de yerdasarkan atas

kekuasaaan bela sebutkan onesia berdasarkan

atas konstitus ' ar) ak be ﬂg aan yang tidak
terbatas). | are jensi gasan ya aksud, maka pada
amandemen ) angUndang Dasar 1945 tal ditegaskan kembali

dalam pasal

kurang sadar akan seb satu visi pemerintah dalam

Q LIS N
mewujudkan masyarakat yang ma

Seperti yang terjadi saat ini, banyaknya masalah-masalah hukum yang terjadi
di indonesia menjadikan pemerintah berusaha keras untuk membuat suatu aturan
yang dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya sebuah kerukunan dalam

hidup bernegara. Contohnya pada saat ini yang jelas dan nyata adalah kecelakaan

lalulintas di jalan lintas Rengat-Pekanbaru yang terjadi pada sebuah angkutan

! Undang-undang Dasar 1945.
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umum (travel), yang mana pada kecelakaan lalu lintas ini supir travel menanggung
sendiri biaya ganti rugi. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada Pasal 191 Ayat 1 disebutkan:

diharapkan

ekonomi

dari itu keberadaan kendaraan baik roda dua atau pun roda empat merupakan
bagian dari pesatnya laju peningkatan perekonomian sekaligus menjadi kebutuhan

masyarakat akan sarana transportasi tersebut.

Dengan adanya kendaraan roda empat seperti hal nya di sebagai kendaraan

roda empat atau kendaraan transportasi darat berdampak pada tingkat kepuasan

? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.
* A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 1.
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masyarakat akan kebutuhan sehari- hari seperti sarana untuk berangkat bekerja,
sarana untuk berangkat liburan dan masih banyak lainnya. Untuk mewujudkan

keperluan masyarakat, satu orang atau terdiri dari beberapa orang lebih maka bisa

kegiatan t an : o vel yang akan
dipekerjaka nenge ai s ; entunya harus di
wawancari dar : ;_ - dikerenakan supir
tersebut akal

dan selamat.

ditentukan, hal tersebut pasti akan Ki akibat dan resiko seperti mengalami
kecelakaan di jalan lintas yang menyebabkan penumpang mengalami cidera berat

maupun ringan.

Ketika hal tersebut terjadi tentu saja pemilik badan usaha harus tetap
bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi, pemilik usaha tidak bisa lepas

tangan begitu saja, namun pada kenyataannya yang penulis lihat disini pemilik
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travel mobil yang memperkerjakan orang lain sebagai supir sering kali lepas

tangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi, dengan alasan itu terjadi atas

kelalaian supir yang membawa mobil tersebut.

“seorang 2 an 3 van ) disebabkan
perbuatanya se melaikan jug /a i abk perbuatan
orang-orang ya j ] : liseb oleh  barang-

barang yang ac

untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan.

Didalam KUHPerdata pasal 1365 “Setiap orang yang melakukan
perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul
dari kesalahannya tersebut”. Namun fakta dilapangan yang telah saya survey
ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas pada mobil travel yang menyebabkan

kerugian pada penumpang yang mengalami luka-luka, pemumpang yang
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ISJIAIU
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meminta pertanggung jawaban terhadap CV. Anugrah Indragiri tersebut tidak

tidak diberikan respon baik oleh CV tersebut, pihak CV mengabaikan kewajiban

mereka yang dimana seharusnya CV tersebut mengganti kerugian pada

bagi peng
Sehingga
yang berbe
CV. Anug

Dilakukan

Indragiri Tehada . gia ebab

tiaas®
2. Bagaimana Akibat Huku aku Usaha Travel CV. Anugrah
Indragiri Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum

Yang Dilakukan Oleh Supir?



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk Mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV.

’

o
12
nfa
Ped
i
Ji-hida
:
]
#

: IS )
5 2 3

2) Memberikan masukan kepada pengusaha rental mobil khususnya
yang ada di kota Rengat agar meminimalisir perselisihan antara

pengusaha rental mobil dengan penyewa mobil.
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D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukun diatur dalam pasal.1365 sampai dengan 1380

khususnya dalam bidang hukum kata tort itu berkembang sedemikian rupa
sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.
Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-

negara Eropa Kontinental lainnya.

* Selvi Harvia Santri, Penerapan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor, him 96
® Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari
Undang-Undang, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, him 81.
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Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari

1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu :°

di sini a

baik den

dalam lalu

pernyataan di g - ) ti : " orang lain dan
bertentangan d : _'._" dari pelz berbuat, tetapi

perbuatan itu ju q : : asan terhadap diri

terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

® H.F.A. Vollmar, 2006, Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta.
" Ishag, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta
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Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan

Hukum suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan melawan

hukum adalah :2

2langgar hukum
dalam neraca

, bahwa istilah

a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang

menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

8 Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2003

® Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, S.H, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT
Refika Aditama, 2008.

'° Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2003
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. Sesuatu perbuatan atau tida

. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan

timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu

hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik

berbuat sesuatu yang secara bertentangan
dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum,
dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang

dirugikan.

. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia

bukan suatu fisika atau matematika.

10
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Mengenai istilah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), ada juga

yang menyebutnya. perbuatan melanggar hukum, dengan demikian, dapat

yemindahan

but. !

) terdiri dari:*?

bertanggung

b. j ek : orang individu

ukan oleh orang

q @‘ ‘ Em, yang dilakukannya karena
|\

sengaja dan diperkiraka an menimbulkan kerugian;
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak

sengaja dan tidak diperkirakan.

" Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000, him 2.
"2 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori Hukum Murni
Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, him. 140.

11
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mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep

¥ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 337.

4 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja
Grafindo Perss, Jakarta, him. 54.

1> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, him. 336
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kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum
yang sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

Penelitian adelina caesaranie yang berjudul “TANGGUNG JAWAB
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PERUSAHAAN
OTOBUS ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI

KECELAKAAN BUS” penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum

18 Selvi Harvia Santri, Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Dalam Asuransi Kendaraan
Bermotor, VVol.24 No 2 Tahun 2016 (Juli-Desember), him 229.
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empiris yang menghasilkan penelitian Awalnya pengertian tentang perbuatan
melawan hukum terbatas pada perbuatan yang melanggar peraturan tertulis

saja yaitu Undang-Undang. Namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah

AR
Q) 2 (D
g
QD
5
=

| akibat dari

perbuata apat dikatakan

AHRLNAEY

sebagai ahan dari pihak
pelaku : ahan dapat dikarenakan esengajaan atau
kelalaian. ini adalah kasus
kecelakaan ye

Karya ilmiah ini berjudu anggung Jawab Pengangkut terhadap
Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang karena Kelalaian Pekerjanya dalam
Perjanjian Pengangkutan”. Perjanjian pengangkutan dalam hal ini merupakan
suatu timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk
melaksanakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan

tertentu, dan kemudian pengirim membayar biaya/ongkos angkutan

sebagaimana yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang diuraikan

14
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dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung
jawab pengangkut karena kesalahan pekerjanya yang merugikan pengguna

jasa angkutan barang dalam perjanjian pengangkutan dan juga untuk

mengetahui ma DaYya ‘ bagi  pengguna jasa
‘1“ .*$ letode yang
' <Um empiris.

elaksanakan

terikat
barang muatan yang
diangkutn an ¢ ke : '_ rsebu anggung jawab

u keselamatan

termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian
diatas maka penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi
kesalah pahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat
menimbulkan batasan yang diharapkan dan focus pada topic serta tidak ada

pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat luas.

15
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Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah bentuk sikap manusia terhadap
segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk

kesanggupan untuk memikul risiko dari suatu perbuatan.'” Menurut Kamus Besar

menimbulkan kerugian yang me Korbannya dapat melakukan tuntutan
terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan
tersebut dapat berupa kerugian materil dan imateril. Melalui tuntutan korban yang
dirugikan berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya

dengan mendapatkan ganti rugi.

7 Abdullah,M.Ratimin.(2010)Pratik Tanggung Jawab Sosial. Jakarta: PT Pengantar Studi Etika
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F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan metode agar dapat

menjelaskan, menganalisa dan menjawab pokok dari permasalahan, metode yang

M., “.-

AR RATY

analisis, maksunya pene I memberikan gambaran dan menelaah

® rinci dan

serta menganalisis dari suatu pernyataan yang lengkap,®
jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadapperbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh supir mereka.

'8 Effendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Penanda Media Group, Jakarta, 2014

1 Syafrinaldi. (2014a). Buku Panduan Penulisan Skripsi. UIR Press.
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2. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi penelitian ini penulis

dalam sebuah penelitian. akteristik responden adalah kriteria apa
saja yang akan diberikan kepada subjek penelitian agar sumber
informasi pada penelitian atau eksperimen tersebut dapat tertuju
dengan tepat dan sesuai harapan. Dalam hal ini juga tergantung

dengan penggunaan jenis serta metode penelitian.

18
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Adapun jumlah populasi dan Responden untuk penelitian ini penulis

sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Sumber da

(@]
<
>
=
=
\d

’5“‘2

yang penulis gunakan adalé ner dan data sekunder yakni sebagai

berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris,
yaitu dengan melakukan penelitian terjun langsung dan melakukan

survey dalam masyarakat. Data primer sumbernya dari masyarakat,

19
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pemerintah, pegawai instansi, dan dari sumber lainnya, yang terpenting
data tersebut harus berhubungan langsung dengan masalah pokok yang

dibahas.

dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun yang

menjadi objek penelitian penulis disini adalah CV. Anugrah Indragiri.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

tanya dan jawab untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci, jelas

20
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dan langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahn
yang hendak diteliti. Dalam melaksanakan wawancara penulis sudah

menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden.

dan bahan yang didapat dari wawancara akan penulis sajikan menjadi

uraian sebagai pembahasan.

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis
serta kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan
kepada pendapat para ahli, maupun peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

21
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7. Metode Dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan

kesimpulan induktif, yaitu suatu cara yang menggunakan metode

et

o
o
5
e
”
(

¢

%
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dua macam, yaitu kesalaha iko. Dengan demikian dikenal dengan
pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on
fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability

without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung

20 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

2! 5pekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,2010, him.23.

22 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2010, him.48.
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jawab mutlak (strick liability)?® prinsip dasar pertanggung jawaban atas

dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung

jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan
dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan.
Tanggungjawab meliputi beberapa aspek, yakni : tanggungjawab antara
individu dengan individu (mas’uliyyah alafrad), tanggungjawab dengan

masyarakat (mas’uliyyah al-mujtama’) serta tanggungjawab pemerintah

2 1bid, HIm. 49.
24 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm. 59
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(mas’uliyyah al-daulah) tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal.®

Manusia dengan masyarakat di wajibkan melaksanakan kewajibannya

demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan.

s

sangatlah dibutuhka

penumpang.

Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian
kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan
tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak

lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian

2% Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010) him.78
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tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang

berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggungjawab adalah ciri

manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum
yang sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

%6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, him.
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meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas
kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawn Hukum

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

2" Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982,
him. 7.
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Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung
jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik

karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366

hukur dalam putusan Hoge Raad
W

Q;&‘\'\

1919 adalah dalam 3

a tidak hanya melanggar Undang-
Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

%8 salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170.
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B. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum

di negeri Belanda sangat berpengaruh adap perkembangan di

KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda.

Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini,
pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.
b. Periode Antara Tahun 1838 — 1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku

ketentuan dalam pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH

29
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Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa

yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik berbuat sesuatu

qL; ‘ ka perbuatan

‘-’ m‘ angan dengan
Forl

putl ‘Mmasyarakat perihal

perkembangan yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi
dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan
hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni
penafsiran terhadap pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.

2 Munir Fuady, Op.Cit, him. 30.
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Putusan Hoge Raad tersebut adalah terhadap kasus Lindenbaum

versus Cohen.*

mempunyai ka ersendiri yang dapat dituntut oleh
pihak lain yang merasa dirugikan.

b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan
kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril.

Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya

* Munir Fuady, Op.Cit, him. 31
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kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu
perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

dalam hal ini
akibat yang

orban. Untuk

dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan
adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan

kerugian yang ditimbulkan.®

®! sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135.
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D. Konsepsi dan Makna Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai

perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk

ANy

‘
o
nbae

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur
sengaja maupun kelalaian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

%2 Munir Fuady, Op.Cit, him. 1.
* Munir Fuady, Op.Cit, him. 3.
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ganti rugi terhadap korban de Uatu gugatan yang tepat.®*

E. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu
perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai

berikut:

* Munir Fuady, Op.Cit, him. 3.
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a. Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari

si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di

]
ulgl*
o
Qe i |
E
=
o)
D
=
o
=3
=
&
:\D

ekl
5
v

hukum. Sejak

dalam arti yang

3.) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si
pelaku, atau

4.) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau

* Munir Fuady, Op.Cit. him. 10.
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5.) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain®

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan Melawan

1) Ada unsur kesengajaan, atau

2) Ada unsur kelalaian, dan

3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, sepeti keadaan

overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

%8 Munir Fuady, Op.Cit. him. 11
3" Munir Fuady, Op.Cit, him. 12.
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d. Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan

hanyala

terjadi.

mengenai “but for” atau “sine qua non”.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian
hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-
kira” (proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling

membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum

% Munir Fuady, Op.Cit, him. 13.
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tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis

ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan

lainnya.*

f. Kelalaian 3 3 ati-hati j D an bahwa pengertian

gkatan dengan

nya tingkatan

berikut:*?
1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya
dilakukan.

2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.

39 Munir Fuady, Op.Cit. him 13.
0 Munir Fuady, Op.Cit. him. 71.
*1 Munir Fuady, Op.Cit. him. 79.
*2 Munir Fuady, Op.Cit. him. 73.
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3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
4) Adnya kerugian bagi orang lain.

5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak

‘1%' Kerugian yang disebabkan

karena perbuatanny .. < an yang diesbabkan karena
LUgeo®

kelalaian atau kurang hati-hat

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan

oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst”.

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan

gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan

melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis

limitatif menganut asas huku ahwa penggantian kerugian dalam hal
terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis
penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum
diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual

(actual loss) dan kerugian yang akan datang.

40



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah

dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil.

Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat

ggar hukum

ulihan nama

berdasarkan

rugi karena perbuatan

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi

perbedaannya juga banyak.*®

** Munir Fuady, Op.Cit. 134.

41



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Bantuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal

oleh hukum adalah sebagai berikut:**

a. Ganti rugi.nominal Jika adanya perbuatan melawan hukum yang

SNty

esengajaan, tetapi

9. a aka kepada

.
/i

al dengan rasa

t‘é’

RPN

’ '\"1‘%\ =
3]
S
=
1
5
S

=%
=N
LT

c. Ganti rugi penghukuman Ganti rugi penghukuman (punitive
damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumalh besar yang
melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah
ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus

* Munir Fuady, Op.Cit, him. 134.
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kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap

penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara

rinci tentang I ganti rugi, maka
hakim suai dengan
asas kep ﬂ penggugat.
Justifikasi terh ’ ta rugi, biaya,

perbuatan melawa 3 : ganti rugi karena
wanprestasi terhada [SY3 a _@' dap ganti rugi

menurut KU nya’ 03 FUQ uats melawan hukum

1) Biaya,

2) Rugi, dan
3) Bunga.

b. Starting Point dari Ganti Rugi

*> Munir Fuady, Op.Cit. him. 139.
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Starting Point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi
adalah sebagai berikut:

1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap

)
v

diberikan,
di mana

atau

k korban jika

tersebut tidak

TS50 b

“‘.‘
—
@D
=
>
QD
o
D
©
x
@D
=
<
«Q
QD
>

2) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau
pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

e. Kerugiannya dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan

melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga

terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul
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tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga

akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat

dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

ahaan yang

V. ANUGRAH

B. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH INDRAGIRI

Alamat :JL. SULTAN IBRAHIM NO.51
Telepon : 081266990454
Fax .
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E-mail |-

Website ;-

dalam perusahaan disesuaikan
dengan bentuk badan ukumnya yaitu CV (Commanditaire
Vennontschap). Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab
UndangUndang Hukum dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan
bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan
uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang
bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau

lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.

46



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

oleh pemilih.ata a_mot ‘ angkutan umum,
pemilik atau p : el pada da enuhi standar

pelayanan

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemilik atau pengelola mobil travel
sebagai angkutan umum wajib untuk memenuhi standar keamanan bagi pengguna
jasa. Pengguna jasa yang dimaksud disini adalah perseorangan atau badan hukum

yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik atau pengelola mobl

travel jika terjadi kecelakaan yang membuat rugi pengguna jasa angkutan umum
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ini, berdasarkan pasal 191 Undang-Undang LLAJ, perusahaan harus bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang mengalami luka akibat

kelalaian yang dibuat tersebut, kecuali kecelakaan itu disebabkan oleh suatu

mengakibatke ian pada 3 A (ﬂ a travel harus

mengganti ke na X CV.Anugrah

pengelola engge g 1 penggan : diderita oleh para

travel dala, bekerja menyebabkan I Kerugian, pada dasarnya pemilik atau
pengelola mobil travel tersebut harus ikut bertanggung jawab . lebih dari pada itu,
jika penumpang mobil travel mengalami luka-luka berat, pemilik atau pengelola
mobil travel tersebut ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali

disebabkan oleh kesalahan penumpang.
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Selain itu, pengemudi mobil travel dan atau pemilik atau pengelola mobil
travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau

pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun

pada perbus WA lale Asa a, maka perbuatan
itu adalah sia-sia. Hal in akan Ketentu Perdata tidaklah

memberika jertia ang perbuatan melaws elainkan hanya

Definisi dari pada perbuata awan hukum sudah pasti tidak dapat
ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata
yang tidak memberikan definisi perbuatan melawan hukum secara jelas
itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya dua macam perumusan
mengenai definisi perbuatan melawan hukum, yakni perumusan sempit dan
perumusan luas. Perumusan sempit diartikan bahwa perbuatan melawan hukum

adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis saja contohnya
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Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan perumusan luas adalah
definisi perbuatan melawan hukum yang mengalami perluasan makna, yaitu suatu

perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan tertulis saja tetapi juga

itulah yang

emerlukan

Pada
sempit ten gertian_perbuatar bahwa perbuatan

melawan h

kerugian atas dasar perbuatan hukum, sekalipun perbuatan itu
bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan secara moral atau hal-hal yang

diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Dewasa ini, para ahli Hukum Perdata mengusulkan adanya perumusan

yang luas terhadap ajaran sempit tentang pengertian perbuatan melawan hukum.

*® Moegni Djojodirdjo, Loc. Cit,. HIm. 21
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Pemerintah negeri Belanda pada tahun 1911 mengajukan suatu Rancangan
Undang-Undang pada Tweede Kamer (majelis rendah pada Dewan Perwakilan

Rakyat atau Parlemen di Belanda), akan tetapi pada tahun 1913 Rancangan

a tidak diberlakukan.

pbut memuat

Perbt

melanggar

at\ﬁ\‘

(orang yan
bertentanga

masyarakat

LA LYY

daftar pemesanan dari para pelanggan perusahaan percetakan Lindebaum,
akibatnya perusahaan percetakan Lindebaum menderita kerugian karena para

pelanggannya beralih ke perusahaan percetakan Cohen.*®

* Ibid., him. 24
*8 Ibid., him. 25
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Lindebaum mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri
(Rechtbank) atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun, Cohen menangkis
dengan mengatakan bahwa yang ia lakukan tidaklah bertentangan dengan
kewajiban Undang-Undang. Pengadilan Tinggi (Hof) yang menerapkan ajaran
sempit tentang perbuatan melawan hukum menolak gugatan Lindebaum.
Lindebaum sebagai penggugat,mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Hoge
Raad). Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh Lindebaum dan
dalam pertimbangan Mahkamah Agung bahwa penetapan Pengadilan Tinggi
(Hof)  hanya . mengenal/memberikan pada perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) tersebut suatu pengertian yang terbatas, sehingga di
dalamnya hanya diberi arti perbuatan yang melanggar hukum yang dapat
dijabarkan dari suatu Undang-Undang, sedangkan di luar itu banyak perbuatan-
perbuatan yang tidak dapat, ditunjukkan, meskipun hal itu"bertentangan juga
dengan kepantasan dan kesusilaan masyarakat, sehingga dengan demikian
penafsirannya terbatas, oleh karenanya tidak mempunyai dasar, baik dari kata-kata
maupun dari sejarah terjadinya tidak dapat disimpulkan demikian. Berdasarkan
hal tersebut, yang dimaksud dengan. perbuatan melawan hukum ialah suatu
perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar
kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan
atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas

masyarakat terhadap orang lain atau barangnya.*

9 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Onrecthmatige Daad, (Surabaya: Djumali.
1979) him. 7
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Salah satu pasal dalam KUHPerdata yang menjadi acuan sekaligus
mengatur secara normatif perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365

KUHPerdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa Kkerugi : ain . orang  yang
menimb o arenz ~ : i Kkerugian

tersebut. er ata sesuai

adanya suatu

sini diartikan

&)

P ad
\\‘-@“

ur di dalamnya, yakni:>

ukum mengalami perluasan

",

makna dan memuat be

a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
atau

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

> Munir Fuady,2010,Loc.Cit., him 11
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e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

DI disay yepepe fur udwnyo(

Kerugian karena perbu awan hukum disamping kerugian

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang

juga akan dinilai dengan uang.

> Ibid.,him.12
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5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan

yang timbul

an hukum

at digolongkan

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan
dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok

sebagai berikut:*?

>2 |bid.,him 73
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1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang
mestinya dilakukan; Arti kata “perbuatan” dalam istilah

perbuatan melawan hukum dapat berarti melakukan

0“
"5

e
r
o -
”
)
o
”
’
%
¢

dijalankannya kewajiban berhati-hati tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
Akibat perbuatannya yang lalai, maka timbul kerugian bagi
orang lain akibat dari kelalaiannya itu.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau

tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
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Kerugian yang timbul harus dapat dipastikan bahwa kerugian

tersebut akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur _.kelalaian berbeda dengan
perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Perbuatan melawan hukum
dengan unsur kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk
menimbulkan kerugian tertentu Kepada korban."Akan. tetapi, dalam kelalaian tidak
ada niat dari-pelaku untuk menimbulkan suatu kerugian, bahkan mungkin ada
keinginan untuk mencegah timbulnya suatu kerugian. Dengan demikian, dalam
perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental
menjadi faktor-dominan. Tetapi dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur

kelalaian, niat atau sikap mental tersebut tidaklah menjadi faktor utama.

Perbuatan° melawan hukum apabila dikaitkan dengan kecelakaan, maka
kecelakaan tersebut haruslah menimbulkan kerugian supaya kecelakaan tersebut
dapat dikategorikan sebagal perbuatan melawan hukum. Kecelakaan dapat terjadi
karena tidak dilakukannya suatu kewajiban untuk berhati-hati atau lalai yang
dilakukan oleh pengemudi kendaraan tersebut: Terdapat beberapa unsur dari
kelalaian yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai
kelalaian. Apabila suatu kecelakaan memenuhi unsur-unsur dari kelalaian, maka
kecelakaan tersebut dapat disimpulkan terjadi karena adanya faktor kelalaian.
Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari suatu kecelakaan,
maka membuat jelas bahwa kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
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Berdasarkan uraian di atas, terdapat sebuah fakta hukum yang
mencocoki terhadap penjabaran dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum

karena faktor kelalaian seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu kecelakaan

menuju

pada tanggal

yang apabila

suatu perbuata i set e awan hukum maka
sudah dapa an ba ) ter ategorikan sebagai
perbuatan mela h - _1" | dengan pengertian
“perbuatan” dalam isti erbuatan mela =X 3 ecelakaan yang saya
angkat pad nbahasan i : § perbuatan melawan

aktif dari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dengan
perilaku sopir travel yang memutuskan untuk meneruskan perjalanan
dalam kondisinya yang tengah kelelahan yang berakibat kurangnya
konsentrasi pada saat mengemudikan bus. Hal itu bertentangan
dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
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yang menyatakan “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar

dan penuh konsentrasi.” Kurangnya konsentrasi pada diri sopir

f. Peringatan dan bunyi dan sinar;
0. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan

kendaraan lain.”
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2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku. Seperti

yang telah. dijelaskan di atas bahwa

opir travel telah melanggar

epublik Indonesia

at‘g‘

masuk hingga me 3 Kelalaian yang terjadi
pada diri  sopir travel membuatnya tidak dapat memenuhi
kewajiban hukum vyang telah diberikan Undang-Undang
kepadanya, yaitu menjaga keselamatan para penumpang.

c. Perbuatan vyang Dbertentangan dengan sikap yang baik
dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kecelakaan travel menimpa penumpang dari Indragiri Hulu
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menuju Pekanbaru ini disebabkan karena kelalaian sopir. Sopir

travel yang kelelahan ini lebih memilih untuk meneruskan

perjalanan daripada berhenti sejenak untuk beristirahat sehingga

akan pertanggung

kelalaian dan

mengalaminya
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4. Adanya kerugian bagi korban

;
v

kehilangan

menimpa

4\3¥q’

S e

-
s
s
3
D
3
O
5

o S
8-
5
5
7]
o
)
=
3
2
.

<
‘q’ a memenuhi unsur-unsur
A\ Y

pi juga memenuhi setiap unsur dari

J
telah dipap Q“

perbuatan melawan

kelalaian, antara lain:

1.) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang
seharusnya dilakukan.
Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini bermula
ketika sopir travel tetap mengemudikan mobil pada saat dia

kelelahan setelah menempuh perjalanan cukup lama.
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2.) Adanya suatu kewajiban untuk berhati-hati.

Sopir travel tersebut kurang mengutamakan keselamatan

para penumpangnya, buktinya dia lebih memilih untuk

0
Q?

&
r
o
’
)
[l
’
v
/
¢

Ataany

Je

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
yang menyatakan, “Dalam hal tertentu Pengemudi dapat
dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari
termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.” Seperti
yang telah dipaparkan sebelumnya, kelalaian bermula saat

pelaku tidak menjalankan kewajiban untuk berhati-hati. Pada
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kasus kecelakaan seperti yang saya angkat dalam  skripsi
ini,  kewajiban  berhati-hati  ditunjukkan  dengan

kewajiban beristirahat yang harus dilakukan oleh sopir

atas telah jelas

0

seorang

beristirahat

ECS ML Wt 0 “

menderita luka ringan dan berat akibat kecelakaan tersebut.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa kecelakaan ini murni karena
kelalaian sopir. Jadi kerugian apapun yang diderita korban tidak lain disebabkan
karena kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh sopir travel yang kelelahan
tersebut. Pemaparan di atas membuat jelas bahwa kasus kecelakaan sopir

travel yang terjadi di lintas INHU-PKU tidak hanya mencocoki pengertian dari
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“perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencocoki
unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur dari kelalaian.

Membahas tentang perbuatan melawan hukum vyang timbul karena

unsur kelalaian, ad 0 dend slakaan travel tersebut

kasus ini, ' j ' terhadap timbulnya
kerugian.
tidak boleh ik al Y el j i jug erhadap kerugian

yang ada.5

yang sudah dipaparkan di : ' lelahan setelah

menempuh

travel, ikut berkontribusi terhadap timbulnya kerugian.
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2. Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha CV. Travel Anughrah Indragiri Tidak
Memberikan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Oleh Sopir.

merupaka agar Seseora : g akukan suatu
kelalaian, )akan per wajiban untuk
bersikap ti dengan tingkat
kepedulian ukannya dalam
situasi  ya erupa. Kriteria  manusia =4 - ajar  banyak

kekecualian

5. Pelaku adalah anak di bawah umur.

6. Kebiasaan masyarakat.

7. Keadaan emergensi.

>3 Munir Fuady, Op.Cit., him.87
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nery we[sy sej

o
Y
w
“
| »
o

8. Antisipasi pelaku terhadap perbuatan dari pihak lain.

9. Kurang kesadaran/mabuk dari pelaku.

90

menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya
atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatannya,
melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian

atau kesembronoannya.”
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3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat
terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan

bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang

di bawah

-
=

3 8

L

kesalahan dari manusia (human error), yang diduga dikarenakan pengemudi
mengalami kelelahan. Pukul 08.00 WIB supir membawa penumpang rute
Indragiri Hulu-pekanbaru, dan pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan rute
Pekanbaru-Indragiri Hulu dan pada malam hari sekitarar pukul 20.00 sopir

melanjutakan perjalanan pada rute Indragiri Hulu-Pekanbaru tidak istirahat,

sehingga kelelahan yang akhirnya mempengaruhi konsentrasi, perlu diketahui
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bahwa mobil yang beroprasi tersebut hanya dikemudikan oleh seorang sopir, dan
tanpa adanya sopir pengganti. Ketika itu diduga sopir sudah mulai lelah
karena perjalanan jauh, ditambah lagi ternyata pada malam itu cuaca hujan dan

kondisi jalan licin:

Sopir yang kelelahan itu melaju dengan kecepatan 115 km/jam dan
dianggap telah melebihi .batas Kecepatan maksimal,yang telah-ditentukan oleh
rambu-rambu jalan yaitu tidak lebih dari 60 km/jam. Sopir melewati tikungan dan
menyalip tiga mobil. Namun 200 meter berikutnya, sopir yang melaju dengan
kecepatan tinggi itu hilang kendali dan tidak bisa mengurangi kecepatan.
Sehingga menyebabkan mobil tersebut kehilangan keseimbangan dan tergelincir
keluar luas jalan. Seluruh penumpang dan sopir dalam kecelakaan itu mengalami
luka berat dan ringan. Pasal 1365 KUHPerdata telah mensyaratkan bagi seseorang
yang karena perbuatannya’ telah.-mengakibatkan- kerugian, maka seseorang itu
wajib bertanggung jawab. Lebih khusus lagi tentang kelalaian telah diungkapkan
dalam Pasal 1366 KUHPerdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul karena kesengajaannya, tetapi juga kerugian yang
timbul karena kesengajaannya, tetapi juga Kerugian yang timbul akibat dari

kelalaian atau kesembronoannya.

Menurut hasil penelitian lapangan, kecelakaan yang menimpa mobil travel
yang membawa penumpang dari dari Indragiri Hulu ke Pekanbaru itu disebabkan
karena kelalaian sopir. Sopir yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh
tersebut terus mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk. Akibatnya, mobil

tersebut kehilangan kontrol pada kemudi sehingga mobil itu melaju dengan
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kecepatan tinggi dan melanggar ketentuan rambu lalu lintas yang pada akhirnya

mengalami kecelakaan.

Berikut ini adalah pelanggaran-pelanggaran wang dilakukan oleh sopir

berjam-jam Jara i k tas memenuhi
kewajibann
dengan ketentuan Pa: ; ang menyataka gemudi Kendaraan

Bermotor m setela Ka a 4 (empat) jam

<
\\‘m’p |

pada saat mengantarkan penumpang

dipatuhi oleh sopir travel
yang pada akhirnya mengalam

menuju Pekanbaru.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas Angkutan Jalan.
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Sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang mengangkut penumpang
menuju Pekanbaru tersebut dikemudikan oleh seorang sopir yang mengemudikan

mobil dalam keadaan lelah. Keadaannya yang kelelahan setelah menempuh

perjalanan jau mobi konsentrasi dalam

“!‘i\“‘ .bg ‘ an Pasal 106
7

. rambu perintah atau rambu-lara

b. Marka Jalan;

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. gerakan Lalu Lintas;

e. berhenti dan Parkir;

f. peringatan dengan bunyi dan sinar;

g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
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h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.”

Sopir travel tersebut telah melanggar Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang kalu Lintas Angkutan Jalan

kecelakaan
mengalami
Nomor 22 enggolongkan

kecelakaan

A3 SN0

<2

ersebut terdapat
dalam Pasal omor 22 Tahun

2009 tentang L

c. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan yang menimpa  penumpang tersebut  tergolong
kecelakaan lalu lintas sedang sampai berat. Seperti yang terdapat dalam Pasal
229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan “Kecelakaan Lalu Lintas sedang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang
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mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” dan
ayat (4) yang menyatakan “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban

meninggal dunia atau luka berat.”

Setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara di tempat terjadinya
kecelakaan ~ maka kecelakaan™ yang terjadi’ di-jalan lintas* ukuy tersebut
disebabkan karena kelalaian sopir telah ditetapkan sebagail tersangka pelaku
perbuatan ~melawan hukum. Sopir travel tersebut, sebagai seseorang yang
karena perbuatannya telah mengakibatkan kerugian wajib bertanggung jawab atas
kerugian yang telah ia timbulkan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 91 dan Pasal
468 KUHD bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab atas keselamatan barang
angkutan. Pihak pengangkut dalam kasus ini adalah pihak sopir travel dan barang
angkutan berarti.para penumpang-travel~Selain itu, telah dijelaskan dalam Pasal
1367 KUHPerdata bahwa seseorang tidak hanya wajib bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya sendiri melainkan juga wajib
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya. Majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi
karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya.
Tujuan dari Pasal 1367 KUHPerdata adalah untuk lebih memberikan kepastian
bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti. Berdasarkan Pasal
1367 KUHPerdata Perusahaan travel CV. ANUGRAH INDRAGIRI tempat sopir
travel itu bekerja juga wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

oleh sopir travel sebagai orang yang menjadi tanggungan perusahaan. Selain itu,
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Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas Angkutan Jalan juga menjelaskan bahwa “Perusahaan Angkutan

Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan

hukum itu dilakukan oleh bawahannya pada saat melaksanakan pekerjaan untuk
majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada
waktu jam kerja pegawainya dan harus terdapat hubungan antara perbuatan
tersebut dan tugas yang diberikan kepadanya. Menurut kriteria tersebut, majikan

tidak bertanggung jawab jika seorang pegawai pada waktu jam kerja

>* Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Binacipta,
1991), him 37

74


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

meninggalkan pekerjaannya dan melakukan pencurian. Lain halnya jika pada jam
kerja pegawai yang bersangkutan baik dengan sengaja ataupun karena

kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang dengan menggunakan sarana atau

ditugaskan

ini adalah

tersebut bekerja telah dijelaskand ndang-Undang Republik indonesi
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 235 ayat (1) dan

ayat (2). Kedua pasal tersebut berturut-turut menyatakan :

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, Pemilik, dan/atau

>> |bid
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Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris

korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak

menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

iy disay yejepe il udwnyo(]
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itu dibagi atas pihak majikan atau badan dengan buruh.

Berdasarkan pemaparan diatas, apabila kita cocokkan ajaran teori
corporate liabiliry dengan peristiwa kecelakaan mobil seperti yang diangkat
dalam pembahasan ini maka keharusan untuk bertanggung jawab terletak pada
pihak majikan yaitu CV. ANUGRAH INDRAGIRI. Namun, untuk mengurangi

resiko kerugian yang dialami oleh CV. ANUGRAH INDRAGIRI maka
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kewajiban untuk bertanggung jawanb dibagi atas CV dan sopir , yang artinya
kedua belah pihak wajib bertanggung jawab. Baik pihak sopir maupun pihak
CV. ANUGRAH INDRAGIRI sama-sama wajib untuk bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh kerban. Bentuk.pertanggung.jawaban yang harus
dilakukan oleh sopir mobi dan CV. ANUGRAH INDRAGIRI telah dijelaskan
dalam ketentuan Pasal 235_ayat!(1)-dan/ ayat. (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pemenuhan
atas tuntutan untuk bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang diderita
korban seperti yang terdapat dalam Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2), tidak lantas
menggugurkan tuntutan secara pidananya atas Kerugian yang timbul dari

kecelakaan tersebut.

Sopir travel tersebut adalah seorang yang bekerja pada CV Anugrah
Indragiri dan bekerja sebagai-pengangkut;, yaitu' pihak yang mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.® Sesuai
dengan tugasnya, sopir tersebut mengantarkan penumpang menuju Pekanbaru dan
di dalam perjalanannya dari Indragiri menuju.Pekanbaru tersebut mengalami

kecelakaan yang berarti kecelakaan terjadi pada saat jam kerja sopir.

Kesalahan tidak sepenuhnya dikarenakan oleh sopir, tetapi kesalahan juga
terdapat pada CV. ANUGRAH INDRAGIRI tempat sopir tersebut bekerja.
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa sopir tersebut
mengemudikan mobil itu seorang diri, dalam waktu yang lama. Hal tersebut

merupakan suatu pelanggaran dari suatu kewajiban yang telah dijelaskan dalam

*% Sutiono Usman Adji, dkk, 1991, Loc.Cit,. him 6
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Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdapat dalam pasal 9 yang ayat (1)

yang menyatakan :

yaitu perusahaa S dak memenuhi engenai  pergantian
pengemudi dalam pe )iS A S Qus tersebut merasa

kelelahan setelah me s ja 3 ). b ﬁ' gung jawab atas

Sanksi untuk pelanggaran yang tela akukan oleh perusahaan tersebut telah
jelas diterangkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan:

“Setiap Perusahaan Angkutan Umum vyang tidak mematuhi dan

memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian
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Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenali

sanksi administratif.”

anksi administratif yang dimaksud dalam Pasal 92

‘\\\\\\\

Ca
a
-

hukum. KUHPerdata juga menga gi secara khusus, yakni pemberian

ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum
(Pasal1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh

orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata)
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3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368
KUHPerdata)

4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk

)
Y

&
r
&

Dili um, khususnya

perbuatan me ugi dapat diberikan

e el ) W

Q>

jika terdapat s

3. Adanya rasa sakit secara fisik.

4. Sakit secara mental, misalnya stress, sangat
sedih, rasa bermusuhan yang berlebih, cemas, dan

berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

>" Munir Fuady, 2010,0p.Cit.,hIm138
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KUHPerdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci
tentang ganti rugi tertentu atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi. Oleh
sebab itu, hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut
sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak
penggugat. KUHPerdata di Indonesia mengatur juga cara menghitung ganti rugi
atau model-model ganti rugi_khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu
saja. Pengaturan ganti rugi khusus untuk perbuatan melawan hukum karena
kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan luka
atau cacat anggota badan adalah sama, yaitu untuk keluarga korban yang
ditinggalkan dan korban yang luka atau cacat anggota badan ganti rugi akan
diberikan dengan syarat keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan

kedua belah pihak dan keharusan penilaian menurut keadaan.

Kerugianyang timbul pada kecelakaan-mobil yang terjadi karena kelalaian
sopir, berdasarkan pemaparan di atas adalah wajib untuk diganti rugi. Ganti rugi
dapat dibayarkan apabila terdapat unsur-unsur seperti yang telah dipaparkan di

atas dan pada kasus kecelakaan mobil ini kerugian yang muncul

memenuhi setiap unsur seperti yang telah disebutkan. Besarnya ganti
rugi juga akan ditentukan dengan melihat kedudukan, kekayaan, dan keadaan
dari pihak korban maupun pelaku perbuatan melawan hukum. Baik sopir maupun
CV. ANUGRAH INDRAGIRI sama-sama memegang kewajiban untuk
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban dalam kasus

kecelakaan yang saya angkat dalam pembahasan ini.
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Perbuatan melawan hukum tidak hanya membawa kerugian
secara materiil, namun juga kerugian secara moril seperti penderitaan mental

akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Salah satu hal yang khas

alam kontrak adalah

seseorang ida eni 1 l, bagi™ e ang lain dan

karena itu,

g erupakan ganti
rugi yang bia a heria ‘4
korban da

o)
an Kk an telah menderita
o

&

kebijaksanaan hakim @ w“' ganti rugi tersebut haruslah

g“\\

wajar. Kewajaran dari jumlah g put bergantung kepada banyak hal,

antara lain sebagai berikut:>®

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban.
2. Status dan kedudukan dari korban.
3. Situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum

terjadi.

*% Ibid., him 96
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4. Situasi dan kondisi mental dari korban.

5. Situasi dan kondisi mental dari pelaku.

6. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan

dibebankan
ak diterapkan

materil dapat
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
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bertanggung jawab atas kerug yang diderita oleh penumpang yang
mengalami luka akibat kelalaian yang dibuat tersebut, kecuali kecelakaan
itu disebabkan oleh suatu kejadian yang disebabkan oleh suatu yang tak
dapat dicegah atau bahkan karena kesalahan penumpang.

2. Akibat hukum jika pihak CV tidak memberikan ganti rugi terhadap

kerugian yang diperoleh oleh penumpang, tentunya penumpang bisa saja

melaporkan CV tersebut kepada pihak yang wajib, namun dari penumpang
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kecelakaan mobil Travel tersebut tidak melakukan pelaporan tersebut,
mereka berharap pihak CV agar dapat memberikan Penggantian rugi yang

dialami oleh korban. Namun sampai saat ini Pihak Cv belum mengganti

ka pemilik atau

JJJJJ

g diderita para
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